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LAMPIRAN
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Lampiran Pedoman Wawancara

1. Identitas  Informan

a. Nama :

b. Instansi :

c. Jabatan :

d. Pendidikan :

2. Pertanyaan Wawancara

a. Dari data IHPS Semester 1 Tahun 2012 masih terdapat tujuh 

rekomendasi yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah 

daerah, rekomendasi apa saja yang belu ditindak lanjuti tersebut

?

b. Mengapa rekomendasi tersebut belum ditindak lanjuti oleh 

pemda ?

c. Apakah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemda tentang 

pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional (BPK) ?

d. Bagaimana gambaran Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

selama ini diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 

?

e. Bagaimana mekanisme dan prosedur Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan(TLHP) BPK yang diterapkan selama ini oleh 

pemerintah daerah ?

f. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemantauan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diterapkan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Wajo ?
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g. Apakah pelaksanaan kegiatan pemanatauan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan(TLHP) BPKdiprogram dalam Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat 

DaerahKbupatenWajo ?

h. Bagaimana bentuk kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan (TLHP) BPK yang selama ini dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo?
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Lampiran Pedoman Studi Domumentasi

1. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo 

2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

a. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

b. Struktur Organisasi

3. Jumlah temuan rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo .

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Wajo.

5. Surat Ketetapan Bupati Wajo tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut 

dan Sekertariat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 TAhun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah.

8. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 

2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

9. IHPS BPK Semester I Tahun 2008-2012.


